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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum kewenangan Dinas Perhubungan NTB di bidang pelayaran
mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, lebih khusus lagi pada alinea ke-4 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Peraturan Daerah  Nusa
Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Perhubungan

2. Faktor pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan NTB di bidang
pelayaran yaitu enabler yang terdiri dari kerjasama pegawai dan komitmen
pegawai. Kendalanya adalah penegakan hukum yang lemah, keterbatasan
anggaran, dan keterbatasan yang ada. Dukungan meliputi kurangnya
fasilitas dan koordinasi.

3. Kewenangan Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat di bidang
pelayaran meliputi pelaksanaan penerbitan paspor kecil, patroli maritim
dan bimbingan teknis keselamatan kapal serta pengawasan di lapangan
terhadap operator/pemilik kapal. Kapal di lokasi baik-baik saja.

B. Saran-Saran
Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai

berikut:
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1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus segera menyusun atau
secara khusus menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Penyelenggaraan
Angkutan Bidang Pelayaran sebagai landasan teknis Pelayanan Angkutan
NTB dalam menjalankan kewenangannya.

2. Kedepan diharapkan kendala keterbatasan personel dapat teratasi karena
Kementerian Perhubungan NTB perlu melakukan simulasi dan
penambahan personel untuk mensupervisi dalam bentuk pelatihan.

3. Operator transportasi yang mengoperasikan jasa transportasi dan sektor
pelayaran di Nusa Tenggara Barat harus bekerja sama untuk

mengimplementasikan Ordonansi Perhubungan Nusa Tenggara Barat.
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